
   
 

 
 

 
 

PROVINSI JAWA TENGAH  
 

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS 
NOMOR : 424/04/2020          

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PENERIMA HONORARIUM 

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI GURU SWASTA DI KABUPATEN KUDUS 
 
 

BUPATI KUDUS, 
    

Menimbang 
 
 
 

: bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) 
Peraturan  Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang 
Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan Bagi Guru 
Swasta di Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan 
Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Calon Penerima 
Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

    
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

    
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

    
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

    
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

    
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4941); 

    
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5157); 

    
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

    
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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  14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 

2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;  
    
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 99); 

    
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 
169); 

    
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193); 

    
  18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 34 Tahun 2018 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Kudus (Berita  Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2018  Nomor 35); 

    
    
  19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Honorarium Peningkatan Kesejahteraan bagi 
guru Swasta di Kabupaten Kudus (Berita  Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019  Nomor 55); 

    
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan :  
   
KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Calon Penerima Honorarium 

Peningkatan Kesejahteraan bagi Guru Swasta sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

   
KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:  
  a. merencanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan 

kegiatan verifikasi Calon Penerima Honorarium Guru 
Swasta; 

  b. mengumpulkan dan memeriksa akurasi dan keabsahan 
data Calon Penerima Honorarium Guru Swasta; 

  c. membuat Berita Acara Hasil Verifikasi Data Calon 
Penerima Honorarium Guru Swasta; dan 

 
 

 d. melaporkan pelaksanaan verifikasi data kepada Bupati 
Kudus. 

   
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud 

Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati. 
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KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus. 

   
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   
    
    
   Ditetapkan di Kudus 
   pada tanggal                                    
    
   Plt. BUPATI  KUDUS 
   WAKIL BUPATI, 
    
    
    
    
   H A R T O P O 

 

 
 
 
 

Tembusan : 
1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus; 
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kudus; 
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus; 
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kudus yang terkait. 


